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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Masyarakat Desa Nagrak mempunyai budaya khas, yaitu budaya gotong 

royong Pembangunan kita seyogyanya membutuhkan budaya gotong royong 

apalagi budaya gotong royong yang sangat lekat terdapat di daerah tetapi sekarang 

ciri tersebut semakin memudar, oleh karena itu budaya tersebut memang perlu 

dikembangkan kembali. Pemerintah harus menyampaikan dengan terbuka rencana 

pembangunan baik dari kabupaten atau kota kepada masyarakat, terutama termasuk 

anggaran dan sumber pembiayaan. rencana tersebut perlu untuk disampaikan 

kepada masyarakat secara jelas dan detail juga mudah dipahami oleh masyarakat  

Perubahan UU Desa memberikan ekspektasi lebih bagi masyarakat 

khususnya dalam bidang pembangunan dan kemajuan serta membuat Desa menjadi 

mandiri. Salah satunya adalah adanya program Sabilulungan pemberdayaan 

masyarakat raksa desa yang mempunyai tujuan untuk mempercepat pencapaian 

peningkatan kuantitas dan kualitas terkhusus dalam bidang pembangunan baik 

secara fisik maupun nonfisik dengan melibatkan peran aktif pemerintah beserta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dengan memanpaatkan Sumber 

daya yang ada, yaitu sumber daya lokal secara mandiri salah satunya melalui 

Musrenbang.  



2 
 

 

PSPM raksa desa itu sendiri sesuai dengan visi Kabupaten Bandung dalam 

meningkatkan kemandirian desa serta mewujudkan pembangunan infrastruktur 

PSPM raksa desa yaitu program yang khusus diberikan yang berupa bantuan 

keuangan dari pemerintah daerah pada pemerintah Desa untuk mencapai 

keberdayaan, dan hal tersebut difokuskan untuk pengadaan, perbaikan ataupun 

sarana pendukung rumah sehat. 

Rumah sehat itu sendiri adalah suatu tempat berlindung dan beristirahat 

difokuskan dalam memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis, dan harus memenuhi 

konsep kebersihan, kesehatan dan keindahan baik itu pembuatan MCK pengolahan 

sampah rumah tangga dan juga  perbaikan rumah  tidak layak huni, sehingga ketika 

menentukan skala program prioritas untuk masyarakat bisa menyampaikan 

aspirasinya masing-masing, salah satunya melalui musyawarah rencana 

pembangunan desa Sesuai dengan pasal 5 tentang pedoman pelaksanaan bantuan 

keuangan khusus program Sabilulungan pemberdayaan masyarakat raksa desa di 

Kabupaten Bandung termaktub dalam peraturan Bupati Bandung nomor 8 tahun 

2018 dalam pengelolaannya diharuskan menyelenggarakan wadah untuk 

musyawarah di desa yang membahas mengenai rencana dalam penggunaan PSPM 

raksa desa lalu disusun berupa dokumen kegiatan. 

Keberadaan undang-undang desa ternyata sangat penting bagi masyarakat 

desa karena akan memberikan semangat dan ruh baru bagi pembangunan dan upaya 

dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara otonom. fungsi ataupun 

keterlibatan tokoh masyarakat desa secara langsung diharapkan mampu 

mewujudkan pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat 
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tingkat akar rumput tetapi perencanaan pembangunan desa harus selaras dengan 

rencana pembangunan (prioritas pembangunan), yang telah di tetapkan oleh 

pemerintah atau daerah dalam hal ini kabupaten sehingga musyawarah rencana 

pembangunan desa seperti yang termaktub dalam Pasal 74 Undang-undang No 

6tahun 2014. Tetapi aspirasi masyarakat desa secara mandiri dapat menentukan 

prioritas program  yang sejalan dengan program PSPM raksa desa. 

Terdapat beberapa faktor yang  berpengaruh dalam musrenbang desa yaitu 

kebijakan pemerintah daerah terutama dalam menciptakan pemerintahan yang 

transparan, dan selanjutnya adalah program pemerintah daerah kabupaten Bandung 

yang membentuk pemberdayaan daerah dan mendorong masyarakat  guna. 

Sebagian wilayah di desa Nagrak merupakan area pemukiman penduduk dan 

pertanian, jumlah penduduknya pun sampai puluhan ribu, masyarakat yang 

heterogen dan pluralis sehingga tak memungkinkan untuk menampung 1 aspirasi 

masyarakat dalam satu tempat, Pandangan pluralis dapat diartikan sebagai 

pembagian kekuasaan dalam masyarakat dan tidak memihak. Dengan cara melihat 

masalah sosial sebagai suatu kekacauan dalam masyarakat untuk menghadapinya 

dibuatlah sebuah wadah musrenbang dusun yang merupakan rangkaian dari proses 

musrenbang pembangunan di Desa Nagrak.  

Penelitian ini akan menyampaikan proses Musrenbang Desa Nagrak dalam 

inisiasi program Sabilulungan pemberdayaan masyarakat raksa desa, dan 

bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam musrenbang serta dampak partisipasi 

masyarakat dalam merumuskan program skala prioritas untuk pengambilan 

keputusan utamanya dalam pelaksanaan program PSPM raksa desa dan akan di 
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ainalisis melalui  2 pendekatan yaitu teori ranah dari Pierre bourdieu juga tindakan 

komunikatif dari Jurgen habermas, walau demikian penelitian ini masih jauh 

dikatakan sempurna.  

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan   latar   belakang   di   atas, maka   dapat   diidentifikasikan    

permasalahan sebagai berikut: 

1. Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang desa. 

2.Keterlibatan tokoh masyarakat terhadap PSPM Raksa desa melalui 

Musrenbang desa.  

3. Pengetahuan para tokoh mengenai PSPM Raksa desa.  

4. Proses berjalannya Musrenbang desa demi mencapai suatu keputusan. 

5. Hasil dari partisipasi masyarakat melalui Musrenbang desa 

yang.selanjutnya disepakati  mengenai rencana pembangunan  PSPM 

Raksa desa. 

6. Kendala dan masalah mengenai PSPM Raksa desa Nagrak dalam 

pelaksanaan Musrenbang desa. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan    latar  belakang  permasalahan  di  atas  dapat  diambil  

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Musrenbang desa Nagrak? 

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses penetapan rencana 

pembangunan dan PSPM Raksa desa melalui Musenbang desa? 
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3. Apa saja kendala dan masalah mengenai PSPM Raksa desa Nagrak 

dalam pelaksanaan Musrenbang desa? 

1.4. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan musrenbang desa Nagrak 

2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses  

penetapan rencana pembangunan dan PSPM Raksa desa melalui 

Musenbang desa. 

3. Untuk mengetahui kendala dan masalah mengenai PSPM Raksa desa 

Nagrak dalam pelaksanaan Musrenbang desa. 

1.5. Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan di atas akan menjadi focus 

kajian serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Kegunaan Akademik (Teoritis) 

Dari hasil penelitian ini diharapkan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan 

khususnya dalam  bidang  akademisi.  Dimana  pada  penelitian  ini  akan  dikaji 

tinjauan  sosiologi  Pemerintahan secara lebih spesifik, dan  hal-hal  lainnya. 

 2. Kegunaan Praktis 

 Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap 

kajian kebijakan di ranah desa terkhususnya Desa Nagrak sebagai lokasi penelitian. 

Penelitian ini bisa dijadikan acuan ataupun gambaran mengenai pengambilan 

keputusan melalui musyawarah dan perumusan kebijakan. Selanjutnya analisis 
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Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran 

dapat memberikan pemecahan masalah bagi persoalan partisipasi dan utamanya 

pembangunan dalam hal ini pemberdayaan di desa terkhusus di Desa Nagrak. 

1.6. Kerangka Pemikiran 

 

Partisipasi Masyarakat 

 

             

Habitus                         Modal                 Tindakan Komunikatif 

               

         Dipertaruhkan 

                               Ranah   

                                      (Musrenbang)                              Mencapai Konsensus 

 

                                         Pengambilan Keputusan  

 

Partisipasi umum ditemukan dalam berbagai kegiatan utamanya dalam 

kegiatan pembangunan partisipasi mempunyai peran serta yang besar  dalam suatu 

kegiatandan keikutsertaan partisipasi berarti bahwa peran serta perseorangan 

ataupun khalayak dalam proses pembangunan baik dalam bentuk penyampaian 

pendapat ataupun dalam bentuk kegiatan dan memberikan masukan  baik berupa 
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pikiran, tenaga, waktu, modal, serta keahlian  serta ikut memanfaatkan dan 

menikmati hasil pembangunan, masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam program 

pembangunan apabila mereka memperoleh keuntungan ataupun apa yang mereka 

inginkan. utamanya adalah bagaimana mereka bisa dan mampu dalam melihat dan 

mengidentifikasi kebutuhan yang belum mereka rasakan dan memiliki rasa sadar 

akan kepuasan bagi mereka lalu mengupayakannya (Sumaryadi, 2013:46).  

Menurut John Dewey dalam pandangannya mengenai teori demokrasi 

partisipasi menyatakan bahwa terdapat tanda dari demokrasi partisipasi ditandai 

dengan adanya suatu masyarakat yang terbuka, dan suatu kegiatan ataupun keadaan 

di mana pilihan manusia merupakan pimpinan yang paling utama,  dan didasarkan 

pada kebebasan, persamaan, dan partisipasi politik (Varma, 2010: 218-225).  

Terdapat perbedaan  antara dua jenis demokrasi,  itu demokrasi deliberatif 

dan demokrasi partisipasi,  demokrasi deliberatif adalah bagaimana opini warga 

mayoritas dapat mempengaruhi suatu keputusan demokrasi partisipasi adalah 

bagaimana jalan atau prosedur untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, 

sehingga terdapat dua pendekatan sosial yang dapat mempengaruhi demokrasi 

deliberatif yaitu melalui teori medan dan teori tindakan komunikatif. 

Bourdieu memandang masyarakat bagai Medan atau ranah pertempuran 

yang memiliki daya yang saling tarik- menarik.  Setiap ranah dan struktur memiliki 

daya tersendiri, sekaligus berada dalam suatu ranah yang lebih besar dari dirinya 

yang juga memiliki struktur dan ranah tersendiri.  Masyarakat sebagai wilayah yang 

mengandung sistem dan relasi tempat terjadinya adu pengaruh dan kekuatan.  
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memandang masyarakat sebagai arena pertempuran karena dalam ranah para aktor 

berkesempata nuntuk mewujudkan kemampuan juga kelebihan, dan 

kepentingannya dalam menguasai sumber daya. ranah tersebut  digerakan oleh 

kelas yang bertarung di antara mereka. 

Forum musyawarah Fields dapat menjadi medan pertarungan antara para 

aktor yang memiliki modal sosial yaitu kepentingan dan kemampuan sumber 

daya,  kepentingan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh aktor 

merupakan hal yang berbeda karena, jika memiliki kepentingan mereka pasti akan 

ikut serta dalam musyawarah rencana pembangunan tetapi untuk merealisasikannya 

aktor tersebut  harus berhadapan dan bersinggungan dengan aktor lain yang juga 

sama memiliki kepentingan dan sumberdaya. 

Pandangan Habermas mengenai masyarakat ideal adalah masyarakat yang 

komunikatif dan hal ini terjadi dalam forum musyawarah rencana pembangunan 

desa, pemahaman yang dimaksud adalah sebuah kesepakatan atau proses antara 

yang berbicara dan bertindak. Artinya mereka berbicara dalam proses dialog dan 

didasarkan pada keyakinan bersama. Mendengarkan ataupun berbicara mengenai 

suatu kesepakatan tidak bisa dipaksakan oleh satu pihak saja rasio komunikatif akan 

membimbing para aktor menuju tindakan komunikatif untuk tujuan akhir yaitu 

bersepakat atau konsensus mengenai suatu keputusan, sehingga kesepakatan 

tersebut bebas dari kekerasan (Sufyanto, 2015:305-306). 
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1.7. Hasil Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari penelitian terdahulu hal-hal 

mengenain program pemerintah mengenai pemberdayaan masyarakat dan 

partisipasi warga dalam musyawarah rencana pembangunan desa. 

1. Nugroho Rindho Mochammad. 2016. Partisipasi Masyarakat dalam 

Musyawarah Perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) di 

Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Skripsi. Yogyakarta: 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas partisipasi 

masyarakat dalam Musrenbang dan pengaruhnya, sedangkan saya sebagai 

penulis menambahkannya dengan fokus terhadap perumusan program 

Raksa Desa Pemkab yang di bahas melalui Musrenbang. 

2. Zianiwati, P. (2017). Penyelenggaraan Program Raksa Desa Untuk 

Mempartisipasikan dan Memberdayakan Masyarakat di Desa Cisondari. 

Vol 13 , 77-78. PSPM Raksa Desa baru di bahas lewat jurnal, saya mendapat 

gambaran bahwa PSPM berfokus pada tata lingkungan dan kebersihan, 

yakni pembangunan MCK yang merupakan kebutuhan fisik yang 

menunjang kesejahteraan bagi masyarakat dan saya mencoba menjadikan 

PSPM Raksa Desa fokus judul skripsi karena disamping ingin mengetahui 

bagaiman penerpan PSPM Raksa Desa di desa Nagrak yang notabenenya 

desa daerah tempat saya tinggal dan merupakan rogram khas PEMKAB 

Bandung. 



 

 

3. A.M. Dirga Firgiawan. 2018. Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah 

(Musrenbang) di Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten 

Bantaeng, Skripsi, UIN Makasar, skripsi ini berfokus terhadap partisipasi 

masyarakat menggunakan analisis ilmu komunikasi karena jurusan sang 

penulis ialah ilmu komunikasi, sedangkan saya menggunakan teori 

sosiologi modern yakni teori ranah Bourdieu dan tindakan komunikatif 

Habermas.   
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